WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL, DAN PERATURAN
DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan
efisien, perlu penataan terhadap kebijakan di daerah
yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah;

b. bahwa pengaturan retribusi yang ditetapkan
pemerintah daerah diperlukan penyesuaian agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan
dampak ekonomi biaya tinggi, serta tidak
menghambat peningkatan iklim investasi di
daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pang Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir, sudah diatur didalam Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga
perlu dicabut;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1999 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir;



Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota  Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha



Menetapkan :

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020
Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah  Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL, DAN PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1999
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Seri B); dan

b. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1999
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Seri B);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto
MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 43

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.53/2023)
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